Menimbang

Mengingat

BUPATI PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR TAHUN 2017

- o

TENTANG 0

o
P 5

.

A

PENYELENGGARAAN m§man

‘ 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PESISIR SELATAN,

=
o

bahwa untuk mefg_&_mm ketersediaan arsip yang
autentik 'dan terpercaya, menjamin perlindungan
kepentingan ‘negara dah, daerah serta hak-hak

keperdataan mk}’zgt.,%scrt‘&' 'mendinamiskan sistem

. kearsipan dlper\h‘xkiqw} suatu pengaturan yang

sesuai dengan ‘perinsipi’ kaidah dan standar
kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu
sistim penyelenggaraan kerarsipan yang andal;

bahwa da.lan_l __ﬁiﬁnghadapi tantangan globalisasi
dan mendukurig terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta
peningkatan kualitas pelayanan publik,
penyelenggaraan  kearsipan  di pemerintahan
daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah,

... Organisasi politik, organisasi masyarakat, nagari

perorangan, maka harus dilakukan dalam

suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang
komprehensif dan terpadu;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah
Dearah berkewajiban untuk menyelenggarakan
pengelolaan kearsipan di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan
Kearsipan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara




3.  Undang-Undang Nomor

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

Kearsipan (Lembaran

Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nt @2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan _+ Pers “§aPerundang-Undangen
(Lembaran Néfara Republik Milonesia Tahun 2011

" A

Indonesia Nomx '

5 Und h:_ 2014 tentang
Pem _ iahg adg{lembaran Negara Republik
Indonesta Tahu 244, Tambahan

__,m?l_..embar' gaTaaR Rindonesia Nomor 5587),

oy

S GEairOgberapa” kali diubah terakhir
dengan UndaigfUndaeNomor 9 Tahun 2015
1] Oghan Kedua Atas Undang-Undang
htin 2014 tentang Pemerintahan
Negara Republik Indonesia

"-J-f.;fﬂ_.,: T: ’ - 201 omor 58, Tambahan Lembaran

ﬁigﬂega]%pubﬁk Indonesia Nomor 5679);

tadang=Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
'% inistrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara
ubh'k Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

-+ Tdmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
“3*Nomor 5601);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

17 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan
Kearsipan;




10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan PD.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan TENTANG

pateh Pesisir Selatan;

1ya utnya disingkat dengan

l: Selatan;

gRat- D yar Ay disingkat dengan PD adalah

Peranigkat Datrah Kabupaten'Pe sisir Selatan;

Aﬁggm Pen"da*p%tan"“&}a}% Belanja"Daerah yang selanjutnya disingkat

deﬁﬁ};{,} APBD a‘&g’;%h Aqggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pesisir Sefatan; =

7. Nagari ajd’ﬁlpa}l kesat% masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yarfé?henven‘a;ng untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat s\é'i ;é;ﬁierdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan’ dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pesisir
Selatan;

8. Organisasi Kearsipan adalah Lembaga Kearsipan Daerah, Unit
Kearsipan, dan Unit Pengolah pada Pencipta Arsip

9. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan.

10. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kearsipan.

11. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang
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12.

13.

14.

13.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

-Arsip inaktif adalah arsip yh

berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip dinamis.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan pengelolaan arsip dalam
suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya
manusia sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan, perseorangan dalam

s
¥

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, ber gsa, dan bernegara.

£
Arsip dinamis adalah arsip yang digup {iih
kegiatan pencipta arsip dan disimpan €ald Aangka waktu tertentu.
Arsip aktif adalah arsip yang e

dan/atau terus menerus. ;

menurun.

Arsip vital adalsh arSiRiéj’Bgé_g keberadanfiity
dasar bagi kelangsungg'ﬁﬂ-».j asione .

Rsedur yang sistimatis

ngzyangihertuju perlindungan dan
penyelamatggff_ arsipﬂg-%gpj pe o) da saat darurat atau
setelah tcrjacff 'x:gusxbal‘f;'} ?2\,

Arsip._statis ada]gi;:.,a{rfélﬁ*yang dlﬁﬁﬁaﬂkan oleh pencipta arsip karena

a0 Faas “ . Ehol “tzsp\.' -
metniliki" nitai g\}n% kesejan%n%

a telah habis retensinya, dan
o (T '-v*_‘i._.-. 2 e A » . - . .
ﬁ“@g:?l,f\etcrangan r;;géperfh'a*n,gnkan yang telah diverifikasi baik secara

laﬁﬁgg{pg maupug;ttid;ﬂ&i aangsung oleh Arsip Nasional Republik
e bagéikearsipan.

dan kelangsupgan 7
keutuhan, ke‘i‘%@g’&fx dan keselamatannya.
Arsip umum adalah arsip yang tidak termas
terjaga.

Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar
yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau
retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilaj kembali, atauy
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.
Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,

pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan
arsip statis kepada lembaga kearsipan,

Sistem informasi kearsipan daerah yang selanjutnya disingkat SIKD

uk dalam kategori arsip



adalah system informasi arsip secara daerah yang dikelola oleh Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Pesisir Selatan yang
menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.

30.Jaringan informasi kearsipan daerah yang selanjutnya disingkat JIKD

26.

27

28.

29

30.

31,

32.

33.

34.

35.

36.

. Autentikasi arsip adalah proses pembega

adalah system Jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara
daerah yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Pesisir Selatan.

Daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar
berisi arsip yang memiliki nilaj guna kesejarahan baik yang telah
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga

kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada
publik.

tanda dan/ atau
pernyataan tertulis atau tanda lannya sesii@y’dengan perkembangan
teknologi yang menunjukan bahwa a E"’ g di autentikasi adalah
asli atau sesuai dengan aslinya; S g

Alih media arsip adalah transp . i

berbasis kertas ke dalam media,é -,"_. de tuju =

. Preservasi arsip adalah upaya petlindungan arsip $ang dilaksanakan

dalam rangka menjamin kesel gtan def kelestarifn fisik arsip
maupun informasi arsip; S “";‘(‘-i:-.““
Arsiparis adalah seseorang..yang me odiki kompetensi di bidang
kearsipan yang diperol"e"}r;r el ui  perididi formal dan/atau
pendidikan dan_pelatihan kearsipa i7serta
dan tanggur}g-‘j‘gérafﬁ" nelaksafigkan Jegis
Akses m:p‘:;;ﬁala.h etersediaanian
hukum dan 'sasi;,"-%ga] serta&h keberadaan sarana bantu untuk
mempermudah pehermuarden peridpfaatan arsip.

ol 2 lcni‘b% yahg menjalankan cabang-cabang

i ekse

m
’_W ; Y ti tif, legislatif, yudikatif, dan lembaga
laif#k yang ﬁ%& cf%‘(%itugas pokoknya berkaitan dengan

penyéele ‘Hegara ‘Sesuai  dengan ketentuan peraturan
perunda‘.ﬁg%qndanga%‘,
Arsip Nasional Rep)ﬁ'iik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah

lembaga kear'gxf%gg%:ﬁrbenmk lembaga pemerintah non kementerian
yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang
berkedudukan di ibukota negara.
LKD provirsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja PD
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan
pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
LKD kabupaten adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja PD
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan
pemerintahan daerah kabupaten yang berkedudukan di ibu kota
kabupaten.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan
dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk

badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3z,

38.

39.

40.

4].

42

43.

45.

46.

lebﬁ”;bsmanfaat‘%%g pe%%r:.
.Sisteﬂﬁ}_.i‘i‘!)gﬁngan rmas ip adalah suatu rangkaian prosedur

47

48.

49.

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan
dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara
efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan,
preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik
dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis
pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan
penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip
kepada lembaga kearsipan.

Lembaga Instansi Pencipta Arsip adalah semua PD Pesisir Selatan,
yang terdiri dari sekretariat daerah, sekre
badan/dinas/kantor, kecamatan dan Nagaf:

Kabupaten Pesisir Selatan dan sekaligusSe -T gai anggota jaringan;
Otomasi Kearsipan adalah proses {pen han penyimpanan dan
pendayagunaan informasi/data a fenggunakan bantuan
teknologi informasi: £t
- Pelayanan Kearsipan adalah k&giatan untuk mem =tikan pelayanan
informasi data yang bersumber dar BTsip; 5k ‘?”-w

Sumber daya kearsipanad: tnigdnferhadap sisting kearsipan

Pengguna Arsip 81 yang mendapatkan

layanan arsip giatan

Jaringan ac¢ ng isecara fifigsional dan timbaj balik

antara Dinas<Rearsipan dan Péfpustakaan Daerah Pesisir Selatan

sebq_ggsat jartrigs '&%ﬁga:é‘ inst&msi pencipta arsip sebagai anggota
ApaR i, YER W

jagn : o g ., SRy
['ﬁf_gi’"nnasi ad:ﬁ%’;% data::ygflg telﬁﬁ-ﬁiolah menjadi suatu bentuk yang

yang meripakan sa fﬁ kesatuan untuk melaksanakan suaty fungsi di
bidang ip. me , ti berbagai prosedur dan metode dalam
melak whubingan kerja fungsional dan timbal balik antara
pusat jaringan dénig: i

Pusat jaringan adalah pusat data informasi arsip di Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah Pesisir Selatan.

Anggota Jaringan adalah semua Organisasi Satuan Kerja PD dj
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas
untuk mensuplai data arsip dinamis ke Pusat Jaringan.




BAB I
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

a.

Menjamin terciptanya Arsip dari kegiatafs y

pemerintahan daerah, lembaga pendidikaf Dadan usaha milik daerah
Nagari, organisasi politik, orgasfs FSthy kemasyarakatan  dan
perseorangan; g~ Y

menjamin ketersediaan Arsip yafig erpercaya sebagai
alat bukti yang sah; °-’ i

menjamin  terwujudnya pengelpla AZSip  yangts, andal dan
pemanfaatan arsip scsqau dengan sperundang-
undangan

m"'%ingkat_kan @t&s pﬂ%{anan pubhk
£ %
Nk, R ‘Ii'
p= Bagian Kedua
! Asas
Pasal 4

Penyelenggaraan kearsnpan dilaksanakan berazaskan:

AU r TR oo a0 op

kepastian hukum;
keautentikan dan keterpercayaan;
keutuhan;

asal usul;

aturan asli;

keamanan dan keselamatan;
keprofesionalan;
keresponsifan;
keantisipatifan;
kepartisipatifan;
akuntabilitas:



1. kemanfaatan;
m. aksebilitas; dan
n. kepentingan umum.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, meliputi:

penyelenggara kearsipan;

organisasi kearsipan;

pembangunan SIKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
sumber daya manusia kearsipan;

prasarana dan sarana;

perlindungan dan penyelamatan arsip;

sosialisasi kearsipan;
kerjasama; dan
pendanaan.

oMo Q0 op

Penyelenggara kea@ﬁg’m,dldaeraﬁ* erdi

a. PD sebagai pﬁncxpta‘rﬁi’gxp r—,-_{gi._g;"‘;?'- v
b. Lembaga Kearsx_gan seba@gal pen%a arsip da.n pembina kearsipan:
d. /BUMD, S "" @
& L;rﬂga Peﬁgi&ka_n?'?’ . 3%_.3‘*%
B P‘é"ﬁiaaham Swi oy
g PamuPohuk 'i:'ﬁ, e
h. Orgamsﬁﬁl Kemasyarpkatan dan
i. Perorangan: -

".4}',,..,, <4

Yo Bagian Kedua

Organisasi Kearsipan
Pasal 7

(1) Organisasi Kearsipan terdiri atas:
a. Unit pengolah;
b. Unit kearsipan; dan
c. LKD.
(2) Unit kearsipan sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib dibentuk oleh
PD, BUMD, sekolah dan nagari.
(3) Pemerintah Daerah harus memiliki Lembaga Kearsipan.



Pasal 8

(1) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berada
pada:

a. bagian, bidang, sub bagian dan/atau sub bidang, dan seksi pada
PD;

b. divisi dan/atau bagian pada BUMD;

C. unit pelaksana teknis pada PD; dan

d. seksi pada Nagari.

(2) Pembentukan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan beban kearsipan yang dikelola.

Pasal 9

Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalamdP4s
a. sekretariat dan/atau sub bagian tata 182
b. unit pelaksana tugas dan fungsi ketatit
C. sekretariat pada Nagari. 28

" 5 :, A‘l‘#‘ ,}L
HIE% ayat (1) hurlif ¢ adalah
angranggung jawab di bidang
v oy e &‘?;
- . . \ o3 - o
Unit Pengolah s“éﬁcarggxmagg dlmaksﬁé_‘:g dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
memiliki : R 5:"..%& | f'%
a 0 : .
b ; 3?';:
c. . ar-arsip inakdif;
d i arhwat ar§ip aktif; dan
e meminf@n arsip ::Bpakuf ke unit kearsipan dilingkungannya.
T, AT
Gy PN

Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 7 ayat (1) huruf b
memiliki tugas:

melaksanakan pengelolaan arsip aktif;

melaksanakan pengelolaan arsip inaktif darj unit pengolah;

mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi:
melaksanakan pemusnahan arsip;

mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
melaksanakan pembinaan dan evaluasj Kearsipan.

e ao o



Pasal 13

LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ memiliki
fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan:

a.
b.

o

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

pengelolaan arsip statis;

pengelolaan arsip inaktif yang memililki retensi paling sedikit 10
(sepuluh) tahun yang berasal dari PD;

pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip didaerah; dan
penyusunan regulasi kearsipan didaerah.

Bagian Ketiga o
Pembangunan SIKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 14

LKD membangun dan mengelola R
Sistem Informasi Kearsipan Dae beFbasiS¢eknologi informasi dan
komunikasi.

X, Y

SIKD sebagaimana dimaksud pg‘gﬁayat (1) terdm‘%ﬁg” pangkalan data
arsip: o "Ry,
a. inaktif yang memiliki retensi ps 0 {sepullfﬁf;*;ghun.
b. vital; dan
C. statis.

ey N
Pembangun%'«i SIKD "ui 1enfatni Mudahan, kecepatan dan
ketepatan a ars] @ikepentingan pengguna dengan
menggunal _ ogl iformasi dan komunikasi
Pefaf,bﬁ.h i, - )1 @81 Rearsipan Daerah sebagaimana
é;&?aksud padaigyat (‘ﬁé‘pﬂ kaft'oleh LKD dan PD yang mempunyai
tugasipokok dan fifhgsi &%}g&ng teknologi informasi dan komunikas;.

Dalamtangka penyelenggaragin Jaringan Informasi Kearsipan Daerah,
LKD Mﬁ@ﬁa_ sama 'fdgngan sekolah, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kémasyardkatan, nagari dan perorangan.

Dalam rangla;: ;periyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional, LKD rja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia
dan LKD Provinsi.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Kearsipan

Pasal 16
Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas:
a. pejabat struktural bidang kearsipan;
b. arsiparis; dan
c. fungsional umum di bidang kearsipan.
Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan

10



manajemen kearsipan serta memenuhi kompetensi kearsipan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. fungsional arsiparis pegawai negeri sipil; dan
b. arsiparis non pegawai negeri sipil.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat formasi kepegawaian sebagai
fungsional arsiparis harus ditempatkan pada organisasi kearsipan.

Pasal 17
(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia
kearsipan.
(2) Pembinaar. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rangka: . ;.
a. peningkatan kuantitas dan kompetefi8° sumber daya manusia
kearsipan; §

b. pembinaan karir pegawai; dan ‘

c. peningkatan kesejahteraan seh
(3) Ketentuan lebih lanjut menget @&’ tata cara pels

e L
sebagaimana dimaksud pada ayat'®)

T Y

= P
; . Bagian
S y 3=
.- Prasatana
S
:

ok,
L. ""'k" e
K.

e . Y Y : . "
(1) Pencipta arsip dan-»ﬂ&gmbalgafij(ears:pan wajib menyediakan prasarana

ot T

dan sarafja sesuai standar.
(2) Prasarana‘é?'gg_ sara:.}:&;:sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. gedung; B, 48
b. ruangan; dan<3e
c. peralatan pendukung pengelolaan dan Penyimpanan arsip.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi prasarana dan sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Pasal 20
Arsip yang tercipta dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang dibiayai dengan menggunakan APBD dinyatakan sebagai Arsip Milik
Daerah (AMD).
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Pasal 21

(1) Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip baik
terhadap arsip yang keberadaannya didalam maupun diluar daerah.

(2) Daerah secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan
arsip yang berkaitan dengan sejarah, pemerintah, kependudukan,
kewilayahan, perbatasan, perjanjian kontrak karya, dan masalah-
masalah Pemerintah Daerah yang strategis.

(3) Perjanjian kontrak karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang
berkaitan dengan pekerjaan umum dan bangunan diserahkan salinan
autentiknya kepada LKD setelah kegiatan selesai.

(4) Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari bencana alam,
bencana sosial, tindakan kriminal,dan 's‘F kan kejahatan yang
mengandung unsur sabotase dan terorismiie”

(5) Perlindungan dan penyelamatan ‘f"" ana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dﬂaksana% : inasikan oleh LKD,

Pencipta Arsip dan pihak terkait <5+ ‘ -_
(6) Perlindungan dan penyelamat%;sip akibat bé ;hqpa yang tidak

dinyatakan sebagai bencana naSibpal, Iaksan eh pencipta

arsip dan LKD, yang be:‘;ilﬂ-:_qordinas\i? h;_.sf-;"; lembaga pefrénggulangan
bencana daerah. s T }

e
o

o

(1) Dalam halgge_‘_g%m&a@g u

.7‘,3:41:_
R W
e hggaburigan. %mbubamn suatu PD,
BUMD, sekolah, dan nagari, P tah Daerah mengambil tindakan

untuk melakuks, upa§ja.penyelaftan arsip dari PD, BUMD, sekolah
dan-fdgati terseblit="” Wy i,

(2) Upaya pexi}?’é}nm%atﬁh}s,_araip daginPD, BUMD, sekolah dan nagari
39%{55” a.lubaf""rf;gngg’éb'i:pgan dan/atau pembubaran sebagaimana
dim*é“'lgg;ud pada -'.;é.zat (IItgﬂaksanakan oleh LKD sesuai dengan
kewenangan, tugas‘pokok dan fungsi.

553 J Bagian Ketujuh
j Sosialisasi Kearsipan

Pasal 23

(1) LKD menggiatkan sosialisasi kearsipan dalam rangka mewujudkan
masyarakat sadar arsip.

(2) Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, serta
melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan
informasi.

(3) Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
pada pencipta arsip.

(4) LKD menyediakan layanan informasi arsip, konsultasi dan bimbingan
pengelolaan arsip.
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Bagian Kedelapan
Kerjasama

Pasal 24

(1) LKD dapat mengadakan kerja sama dengan pencipta arsip dan
Pemerintah Daerah lainnya.

(2) Dalam hal penyelamatan arsip pemilihan umum, LKD melakukan
kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dalam penyimpanan
arsip statis penyelenggaraan pemiihan umum anggota DPRD serta
Pemilihan Kerpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(3) Dalam hal penyelamatan arsip yang terkait dengan pemberian hibah,
bantuan sosial atau bantuan keuangan Pemerintah Daerah, LKD
melakukan kerja sama dengan PD terkait, penerima hibah, penerima
bantuan sosial atau penerima bantuan keufitigan dalam penyimpanan
arsip statis penyelenggaraan kegiatan te N-T‘- t.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud~a&‘4¥.at (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan kétbntuan Eraturan  perundang-

R

undangan. G5 '-;Eiflg
“Ar ‘.l

(1) Pendanaan‘q?@‘ﬁﬁj{q, pe ak Sanaal s g

penyelenggaraan keafsipan dibebefila i )

(2) Setiap SKPD“Harus riéngalokadikan pendanaan untuk pengelolaan
: 255 T o

rus
N, A

kearsxpan. R | e, "}‘@“
SR e T T : .
(3) pﬂfagﬁaan; yel ﬁgar '-v’xlaggrsxp%:n sebagaimana dimaksud pada

avat (1) melifiti peridanaan Whtuk perumusan dan penetapan

kéﬁi}gkan. pemgfiilargn kearsipan, pengelolaan arsip, penelitian dan

pené@_&%ngan, '3.f:.'"_p(§nge1§15‘angan sumber daya manusia,

penyeleriggaraan pgihdlkan dan pelatihan kearsipan, penyediaan

jaminan li’é”‘sehatax;ﬁ;tambahan tunjangan sumber daya manusia
€nfediaan prasarana dan sarana.

(4) Penyusunan prfégfam penyelenggaraan kearsipan dalam rangka
pengajuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
tanggung jawab LKD dan unit kearsiapan pada pencipta arsip sesuai
dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 26

(1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip
akibat bencana menjadi tanggung jawab LKD dan pencipta arsip.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
pencegahan kerusakan arsip akibat bencana serta penyelamatan dan
pemulihan arsip akibat bencana.

(3) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan dalam
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APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27
LKD dapat mengalokasikan pendanaan untuk penghargaan dan /atau
imbalan kepada anggota masyarakat atau lembaga yang berperan aktif

dalam kegiatan perlindungan dan penyelamtan arsip serta penyerahan
arsip statis.

BAB III
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Pasal 28{%
(1) Pengelolaan arsip dinamis wajibiidila Akgy, oleh PD, BUMD,
sekolah dan Nagari untuk rdérijami séinan arsip dalam

penyelenggaraan kegiatan bahatigal i inéfja, dan alat bukti
yang sah. B, 4B K

2) Pengelolaan arsip dinamis.sebagaimatighMel,

(2) gec{ arsxp.‘ ar::‘n}%?eagmm e
a. Penciptaan arsip; ey
b. Pengunaan dan pemelif;

t

c. Penyusutan arsip. N

(3) Pengelolaan (ATsit ':'@%'\gamjs ‘P B

E T . &
dilaksanak&n: an sisten:

(4) Arsip dinami indaks
dari;,"‘,'é:}r:‘ . *".. _’_:, il 3 "_.-'-
adtsipvitall, :

S A 5 o :
h;r;fmp akuf,ﬁ’& L
c. arsip inaktif; =X,
F e
o vk, ™
‘:;;,‘_.‘ lt‘:.‘f..‘ - .
S, -~ Bagian Kedua

- J% Penciptaan Arsip
b Paragraf 1
Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis

Pasal 29

(1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
huruf a meliputi kegiatan:
a. Pembuatan arsip dan:
b. Penerimaan arsip.

(2) Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip,
serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

(3) Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan
dan akses arsip, ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan
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pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis

Pasal 30

(1) Pengunaan arsip dinamis diperuntukkan bagi kepentingan PD,
BUMD, sekolah dan Nagari.

(2) Ketersediaan dan autentisitas dinamis menjadi tanggung jawab
pencipta arsip.

(3) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan,
pengolahan, dan penyajian arsip vital, dan arsip aktif.

(4) Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawat
pengolahan dan penyajian arsip inaktif ungiik
internal dan kepentingan publik. i

(5) Dalam rangka ketersediaan arsip ugifif]
dinamis dapat dilakukan alih mediefi

SR

(1) Pejabat yang bertanggung jawah.
perbatasan, perjanjian;:*kontrak
: T
daerah yang strategis seb gaima
wajib memberkaskan, me.%p_of
LKD. W

masalah erintahan
pasal 30 ayat (2)
arsipnya kepada

kegiatan. "%é% 3';'
5 J ¥’ !

(3) Arsig wg,tcmmgmw Nagari yang berkaitan dengan
Paaﬁ*??ayat (1), vﬁﬁiqb diserafika E‘fﬁ’ada LKD dalam bentuk salinan

autentik dari fiskah asli paling lafha 1 (satu) tahun,

(4) Péjﬁ?ggt yang bei‘ﬁé}%ggur‘i‘gj;ﬁwab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang%ﬁ_e'giatannya %;'ét'langsffﬁig sebelum berlakunya Peraturan nagari
ini, tanggang jawa ya menjadi tanggung jawab pimpinan instansi
yang bersangkutan i

(5) Ketentuan e 1a41§§6t mengenai tata cara pemberkasan, pelaporan

arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 32
(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila
arsip dibuka untuk umum dapat :
a. Menghambat proses penegakkan hukum;
b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Membahayakan keamanan daan ketertiban;

- Merugikan ketahan ekonomi daerah;
Merugikan kepentingan politik dj Nagari;
Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan

=0 an
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kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang
berhak secara hukum;
8- Mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
h. Mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut
sifatnya perlu dirahasiakan.
(2) Pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga
kerahasiaan arsip tertutup.
(3) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar

pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan
pengguna arsip.

Pasal 33

(1) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untq& menjaga keautentikan,
keutuhan, keamanan daan keselamatan a 41p,

(2) Pemeliharaan arsip dinamis meliputi
aktif dan arsip inaktif, baik yang 4
terjaga maupun arsip umum. ;

(3) Pemeliharaan arsip dinamis dxlalmlfan melalui ké
a. Pemberkasan arsip aktif;

PN

araan arsip vital, arsip
k da.lam kategori arsip

b. Penataan arsip inaktif: % ¢

¢. Penyimpanan arsip dan; e

d. Alih media arsip. i acaa g
Ketentuan lebd;w Y meﬁ naid _.‘fs_':i'_f-' __ pengunaan dan
pemeliharaan ﬁrs;p dm is sebap .;"‘s:z mbksud dalam Pasal 29
sampai dengan Paﬁh{ 33 dmﬁy:ur deng? -s-g,\ eraturan Bupati

SR, C—E LR o, ﬁ"'h
:, R Benyusu A
r*:-'.u
ae'{p

,:hul 35
(1) Penyu arsip agaxmana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
huruf c, ¢ ‘oleh pencipta arsip.

(2) Penyusutan g dilaksanakan oleh PD, BUMD, sekolah dan
Nagari dilak berdasarkan JRA dengan memperhatikan
kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa
dan Negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peényusutan arsip diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 36
(1) PD, BUMD, sekolah dan Nagari wajib memiliki JRA.
(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai JRA diatur dalam Peraturan Bupati.
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Pasal 37

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c,

meliputi:

a. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;

b. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki
nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD.

Pasal 38
Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 37 huruf a, diatur oleh pimpinan
pencipta arsip.

Pasal 39
(1) Pemusnahan arsip sebagaimana dim =
dilakukan terhadap arsip yang : | x‘é{s

A0 e o
a. Tidak memiliki nilai guna; -+ .
b. Telah habis retensinya ﬁ%n berketerangﬁﬁ%! dimusnahkan
berdasarkan JRA; i B, vt

farigan yang melarafig; dan
ianpioses suatu pekara.
imakstd, pada ayat (1), wajib

c. Tidak ada peraturan pgxggndang-
d. Tidak berkaitan denggng penye
(2) Pemusnahan arsip seb :n: ' ana.

(3) PemusnahanzSfsipise

“dr A ayat (1) dan ayat (2)
pada pencfﬁ@_

wab pimpinan pencipta

(4) dilingkungan Pemerintah Nagari
seba & di ud / menjadi tanggung jawab LKD.
(5) Pelaksanaan pemusnahan arsipdi lingkungan PD, BUMD, sekolah
dan‘Nagari sebagdimana*dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung
jawalﬁiﬂt kearsip f\ ada PD, BUMD, sekolah dan Nagari.
h T o
5 5 Pasal 40
(1) PD, BUMD'?gkaH dan Nagar, wajib menyerahkan arsip statis
kepada LKD. “3#"
(2) Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah arsip yang
a. Memiliki nilai guna kesejarahan; dan
b. Telah habisnya retensinya dan berketerangan dipermanenkan
sesuai JRA.
(3) Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak adanya JRA
dan dinyatakan dalam DPA oleh LKD dinyatakan sebagai arsip statis.

N
v
by

Pasal 41
(1) Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada LKD harus

merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat
digunakan.
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(2) Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik maka pencipta
arsip melakukan autentikasi.

(3) Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) LKD berhak untuk menolak penyerahan arsip
statis,

(4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya autentikasi
dilakukan oleh LKD.

Paragraf 4
Arsip Vital

Pasal 42
(1) PD, BUMD, sekolah dan Nagari wajib membua
(2) Program arsip vital sebagaimana dimaksud-
melalui kegiatan: ST
a. Identifikasi;
b. Perlindungan pengamanan; dang3

(3) Ketentuan lebih lanjut menge' |

w

_:!.la; =5

(1) Pesigelolaanizagsip Statis dilaksanaklih untuk menjamin keselamatan
ﬁ'ig’;:p sebaﬁmé?_r pertanggungjawaban daerah bagi kehidupan
bermiasyarakat, et ang&%ﬁdgn bernegara.

(2) Pengelolaan arsipZstatis “Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputivi, E}i
a. Akuisisi Afsjp stagis:

b. Pengolah

d. Akses arsip statis.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengolahan Arsip Statis

Parageaf 1
Akuisisi Arsip Statis

Pasal 44

(1) LKD melaksanakan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2) huruf a.
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(2) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi arsip statis
yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung.

(3) LKD wajib membuat Daftar Pencarian Arsip yang meliputi arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan menyampaikannya kepada
pencipta arsip.

(4) Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan kedapa LKD berdasarkan
Syarat-syarat yang dalam pengumuman Daftar Pencarian Arsip.

Paragraf 2
Pengolahan Arsip Statis

Pasal 45
(1) Pengolahan arsip statis sebagaimana
(2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan a#i

FAT

dimefkstid dalam Pasal 43 ayat
sal-usul dan azas aturan

asli. S b
(2) Pengolahan arsip statis se ifffan im 3 sud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan atandﬁrﬁ“ i arsip stafis,
Paragrafi3 e

(1 . s ‘_-:..-. ATaKE , v L-:I.;'.: :- AT Pasal 43 ayat (2)
huruf ¢ dilakuikinuntuk menjminkeselimataf’dan kelestarian arsip
_ SBGF = - R,
(2) Preservasi arsigistatis “sébagmmei’iﬂ dimaksud pada ayat (1) dilakukan
seca-l-'?-&g'*‘ev n %1‘3 e %
w5 i

i
L u

{
1]
:
;
2

.

SRR 3
e %2“\%’ iy, R
=5 “Zs. %, Par 4

“IE, ﬁIg\sies Arsip Statis

Iy

(1) Akses ars:pﬁs}ansﬁi:tuk kepentingan pengguna arsip dijamin oleh
LKD. g

(2) Untuk menjamfff§*f€epenﬁngan akses arsip statis, LKD menyediakan
prasarana dan sarana.

(3) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. Prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip statis; dan
b. Sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

(4) Akses arsip statis dapat dilakukan Ssécara manual dan/ atau

elektronik.

Pasal 48
(1) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip
terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan
persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.
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(2) Persyaratan tertenty sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49
Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip, pencipta arsip dan
LKD dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang dikelolanya.

Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi, pengolahan, preservasi, dan
akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan
Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

bentuk dan/ atau melakukan
dan/ atau media lain. L
(2) Autentikasi arsip statis terhadap ‘agsi
ayat (1), dapat dﬂakukan-q;qg:n LKD.
(3) Dalam hal menetapkati <guts
berkoordinasi dengan p ak "y
kompetensi. S

ORGANISASL PROFESI DAN PE

'Er N
" - 1 Wt AL
i (5 ?:'-'<'.."?'éf-‘. 'i';n i K e
i v CiE Ry, Bagla.gfagcs“ﬂtu
e g 4 . 4 i
L. N »-Organisasi fesi
Y Shg Vo,
ek Eé‘. =g
Ty i 3%
=) M =
T e “Pasal 52

(1) Arsiparis tapat meml':‘%;tuk organisasi profesi.

(2) Pembinaan “ofganisasi'profesi arsiparis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakulegy A0 eh Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan labiHi'*' anjut mengenai organisasi profesi arsiparis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Aktif Masyarakat dan Penghargaan

Pasal 53

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam bentuk penyelamatan arsip.

(2) Pemerintah  Daerah dapat memberikan penghargaan kepada
perorangan, kelompok, lembaga swasta dan masyarakat yang berperan
aktif dalam kegiatanpenyelamatan arsip.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam
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bentuk:

a. piagam;

b. bantuan sarana kearsipan; dan
€. uang pembinaan.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Pengendalian kearsipan dilaksanakan oleh Pimpinan PD, Pimpinan BUMD
dan LKD melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 55 ,

(1) Pengawasan kearsipan meliputi pengawaSan atas pelaksanaan
penyelenggaraan kearsipan dan pen -glficih peraturan perundang-
undangan. &

(2) Pengawasan atas penyelenggaras) arsig di lingkungan

Pemerintah Daerah dan Pemerigiat
Pengawas Internal Pemerintah. % ,ay
(3) Pengawasan atas penyelengga See -:__JJ; n di hngl%g:m BUMD,

dilaksanakan oleh Sat:uggt Pengawas 1 BUMD.
(4) Lembaga kearsipan Tyampea oran hasil pembinaan,
pengawasan/monitoring atas penyelenggaraan
kearsipan sec ekali dalam setahun
kepada Bupaﬁ“ :

(1) Se&é& orang yafgh géh, sengaja menguasai dan/ atau memiliki
: 5sebagainiana dimaksud dalam Pasal 19, untuk

kepent:nm scndmf;atau orang lain yang tidak berhak, dipidana

sesuai deng&a_,kcte:; [an peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang ﬁengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan Arsip

tertutup sebagaxﬁiﬁna dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana

sesuai dengan Undang-Undang tentang Kearsipan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN, i

LEMBARAN DAERAH KABUPATENBESISIR “REL 2017
NOMOR : ..... ' b e
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